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Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA 1 UNTUK PENGELOLA KAWASAN
HUTAN DIKLAT TABO-TABO

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden (informan)
disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, yang salah satu
tekniknya adalah wawancara mendalam, sehingga isi pertanyaan dalam penelitian ini
hanya memuat pokok-pokok pembahasan tentang Kompatibilitas Trilogi Mandat
Pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo, untuk kediklatan pamong, tata pengamanan
hutan, dan tata kelola konflik. Selanjutnya dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan
jawaban dan sumber-sumber data yang lain, sehingga dapat menjawab tujuan dari
penelitian ini. Pedoman pertanyaan tersebut terbagi 3 (tiga) yaitu pedoman
wawancara 1 (satu) untuk pengelola kawasan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan pedoman
wawancara 2 (dua) untuk 5 (lima) orang masyarakat yang berada di dalam dan sekitar
kawasan, dan pedoman wawancara 3 (tiga) untuk 1 (satu) orang Aparat Desa, dan 3
(tiga) orang pegawai KPH Bulusaraung. Untuk pedoman pertanyaan wawancara ini

ditujukan kepada Pengelola Kawasan, pertanyaannya adalah sebagai berikut :

Implementasi dan permasalahan tata kelola diklat, tata kelola

pengamanan hutan, dan tata kelola konflik di Hutan Diklat Tabo-Tabo.

1. Bagaimanakah implementasi tata kelola diklat yang dilaksanakan di BPLHK
Makassar ?

2. Bagaimanakah implementasi kegiatan praktek lapangan yang dilaksanakan di
hutan diklat Tabo-Tabo yang merupakan sarana atau lokasi pendukung dari
kegiatan penyelenggaraan diklat ?

3. Apasajakah yang menjadi permasalahan dari tata kelola diklat yang
dilaksanakan di BPLHK Makassar ?

4. Jenis-jenis kegiatan apa saja yang dilakukan terkait tata kelola diklat di BPLHK
Makassar ?

5. Apakah faktor anggaran tata kelola diklat cukup memadai pengalokasiannya
untuk setiap jenis diklat yang dilaksanakan ?

6. Bagaimanakah kondisi kompetensi SDM pengelola diklat yang ada di BPLHK

Makassar ?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Apakah sarana dan prasarana diklat cukup memadai untuk setiap jenis diklat
yang dilaksanakan ?

Bagaimanakah ketersediaan kurikulum diklat untuk pelaksanaan diklat di
BPLHK Makassar ?

Bagaimanakah implementasi tata kelola pengamanan hutan yang
dilaksanakan di KHDTK Tabo-Tabo yang merupakan sarana atau lokasi
pendukung dari kegiatan penyelenggaraan diklat ?

Apasajakah yang menjadi permasalahan pengamanan hutan di KHDTK Diklat
Tabo-Tabo ?

Bagaimanakah kondisi dan kompetensi tenaga pengamanan hutan yang
bertugas di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengamanan hutan di
Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Jenis-jenis kegiatan apasaja yang dilaksanakan di hutan Diklat Tabo-Tabo
yang terkait dengan pengamanan hutan ?

Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
pengamanan hutan ?

Apakah ada upaya kolaborasi pengamanan hutan dengan stakeholders terkait
di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah ada penindakan hukum terhadap oknum yang melakukan pelanggaran
di dalam kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Apasajakah yang menjadi permasalahan konflik yang terjadi di Hutan Diklat
Tabo-Tabo ?

Bagaimanakah implementasi tata kelola konflik yang dilaksanakan di Hutan
Diklat Tabo-Tabo ?

Jenis-jenis kegiatan apa yang dilakukan dalam rangka tata kelola konflik di
Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan konflik di Hutan Diklat Tabo-
Tabo ?

Bagaimanakah kondisi dan kompetensi SDM yang bertugas di Hutan Diklat
Tabo-Tabo dalam rangka tata kelola konflik ?

Apakah sarana dan prasarana pendukung dalam menangani konflik cukup
memadai ?

Apakah ada upaya kolaborasi dengan stakeholder terkait dengan tata kelola
konflik di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?



24. Bagaimanakah bentuk penindakan hukum terhadap oknum yang melakukan

okupasi atau gangguan lain di dalam kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Kompatibilitas trilogi mandat pengelolaan KHDTK Tabo-Tabo.

1. Bagaimanakah kompatibilitas trilogi pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo dari
mandat tata kelola diklat ?

2. Bagaimanakah kompatibilitas trilogi pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo dari
mandat tata kelola pengamanan hutan ?

3. Bagaimanakah kompatibilitas trilogi pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo dari
mandat tata kelola konflik ?

4. Apasajakah yang menjadi dasar hukum atau kebijakan dari kompatibilitas
trilogi pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

5. Bagaimanakah implementasi dari peraturan perundang-undangan bidang
kehutanan, dalam pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

6. Apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan kompatibilitas pengelolaan
kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

7. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengelolaan secara kompabilitas di
Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

8. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam kompabilitas pengelolaan
Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Pengaruh Trilogi mandat pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo terhadap

efektivitas pengelolaannya.

1. Bagaimanakah pengaruh trilogi mandat terhadap efektivitas pengelolaan
KHDTK Dikat Tabo-Tabo ?

2. Bentuk-bentuk kegiatan apasajakah yang dilaksanakan dari sudut tata kelola
diklat yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan KHDTK
Diklat Tabo-Tabo ?

3. Bentuk-bentuk kegiatan apasajakah yang dilaksanakan dari sudut tata kelola
pengamanan hutan yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas
pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

4. Bentuk-bentuk kegiatan apasajakah yang dilaksanakan dari sudut tata kelola
konflik yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Hutan
Diklat Tabo-Tabo ?



. Apakah ada kebijakan yang dikembangkan di Hutan diklat Tabo-Tabo yang
memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengelolaannya ?

Bagaimanakah upaya yang dilakukan pengelola kawasan jika mendapatkan
permasalahan terkait trilogi mandat pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?
Faktor-faktor apasajakah yang berpengaruh terhadap efektivitas trilogi mandat
pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

. Apakah ada upaya kolaborasi dengan stakeholders terkait dalam rangka

mengatasi permasalahan trilogi mandat pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?



Lampiran 2.

A.

PEDOMAN WAWANCARA 2 UNTUK MASYARAKAT YANG

BERADA DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN

Implementasi dan permasalahan tata kelola diklat, tata kelola konflik dan tata

kelola perlindungan pengamanan di Hutan Diklat Tabo-Tabo.

Sejak kapan bapak berada di dalam atau sekitar kawasan KHDTK Diklat Tabo-
Tabo ?

Apakah Bapak mengetahui tentang keberadaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo
yang dikelola oleh BPLHK Makassar ?

Apasajakah yang bapak ketahui tentang diklat yang dilaksanakan di KHDTK
Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang
dilaksanakan di KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

Bagaimana tanggapan bapak terhadap pelaksanaan pelatihan atau kegiatan

praktek lapangan yang dilaksanakan di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

6. Apa yang Bapak ketahui tentang konflik yang ada di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

7. Apa yang Bapak ketahui tentang kegiatan perlindungan pengamanan hutan

10.

11.

12.

13.
14.

yang dilaksanakan oleh pengelola kawasan ?

Sepengetahuan Bapak apakah ada permasalahan yang terjadi di Hutan Diklat
Tabo-Tabo ?

Apakah Bapak pernah dilibatkan terkait kegiatan pengamanan hutan di Hutan
Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah Bapak pernah dilibatkan terkait penanganan konflik di Hutan Diklat
Tabo-Tabo ?

Jenis-jenis kegiatan apasaja yang Bapak ketahui yang dilakukan pengelola
kawasan terkait dengan Macaca maura di dalam Hutan Diklat Tabo-Tabo ?
Apa pendapat Bapak tentang keberadaan Macaca maura di dalam kawasan
Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah lahan pertanian Bapak mendapat gangguan dari Macaca maura ?
Jika lahan Bapak mendapat gangguan dari Macaca maura apa yang Bapak

lakukan ?



15. Kompatibilitas trilogi mandat pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo.

1.

Apakah Bapak mengetahui tentang pengelolaan yang dilakukan oleh
pengelola kawasan selain kegiatan diklat di KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?
Apakah Bapak mengetahui tentang kegiatan tata kelola konflik yang
dilaksanakan oleh pengelola kawasan di KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah Bapak mengetahui tentang kegiatan tata kelola pengamanan hutan
yang dilaksanakan oleh pengelola kawasan di KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?
Sepengetahuan Bapak apakah pengelola kawasan sering melakukan kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan terhadap keberadaan dan
status Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Sepengetahuan Bapak apakah pengelola kawasan sering melakukan kegiatan
sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan bidang kehutanan kepada
masyarakat sekitar kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Bagaimana menurut Bapak tentang kegiatan yang dilakukan oleh pengelola
kawasan dari tahun 2018 — 2022 di KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

7. Apakah Bapak pernah dilibatkan untuk kegiatan di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Bagaimana pendapat Bapak terhadap pegawai yang ada di Hutan Diklat Tabo-
Tabo ?

Pengaruh Trilogi mandat pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo terhadap

efektivitas pengelolaannya.

1.

Apakah Bapak mengetahui tentang pengaruh trilogi mandat pengelolaan (tata
kelola diklat, tata kelola pengamanan hutan, dan tata kelola konflik) terhadap
efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah Bapak mengetahui tentang bentuk-bentuk kegiatan apasaja yang
dilaksanakan dari sudut tata kelola diklat yang memberikan pengaruh terhadap
efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah Bapak mengetahui tentang bentuk-bentuk kegiatan apasaja yang
dilaksanakan dari sudut tata kelola konflk yang memberikan pengaruh
terhadap efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah Bapak mengetahui tentang bentuk-bentuk kegiatan apasaja yang
dilaksanakan dari sudut tata kelola pengamanan hutan yang memberikan
pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan KHDTK DiklatTabo-Tabo ?
Sepengetahuan Bapak, apakah ada kebijakan yang dikembangkan oleh
pengelola kawasan di Hutan Diklat Tabo-Tabo yang memberikan pengaruh

terhadap efektivitas pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?



6. Bagaimana pendapat Bapak jika ada warga sekitar kawasan yang melakukan
kegiatan yang dilarang di dalam kawasan, kemudian diproses secara hukum

sampai ke pengadilan ?



Lampiran 3.

PEDOMAN WAWANCARA 3 UNTUK APARAT DESA, DAN
PEGAWAI KPH BULUSARAUNG

Implementasi dan permasalahan tata kelola diklat, tata kelola
pengamanan hutan, dan tata kelola konflik di Hutan Diklat Tabo-Tabo.

1. Menurut Bapak apa yang diketahui tentang implementasi tata kelola diklat yang
dilaksanakan di BPLHK Makassar ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak tentang kegiatan diklat dan praktek lapangan
yang dilaksanakan di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

3. Apakah Bapak mengetahui ada permasalahan dari tata kelola diklat yang
dilaksanakan BPLHK Makassar di Hutan Diklat Tabo-Tabo?

4. Jenis-jenis kegiatan apa saja yang Bapak ketahui yang dilakukan pengelola
kawasan terkait tata kelola diklat di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

5. Apakah Bapak mengetahui tentang jenis-jenis diklat yang dilaksanakan di
Hutan Diklat Tabo-Tabo?

6. Apakah Bapak pernah terlibat dalam diklat di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?
Bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi kompetensi SDM pengelola diklat
yang ada di BPLHK Makassar ?

8. Apakah Bapak mengetahui tentang keadaan sarana dan prasarana diklat di
Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

9. Menurut Bapak apakah pelaksanaan diklat di Hutan Diklat Tabo-Tabo dapat
mendukung pengelolaan kawasan hutan diklat ?

10. Menurut Bapak apakah ada kegiatan pengamanan hutan di Hutan Diklat Tabo-
Tabo ?

11. Sepengetahuan Bapak apasajakah yang menjadi permasalahan pengamanan
hutan di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

12. Bagaimanakah kondisi dan kompetensi tenaga pengamanan hutan yang
bapak ketahui terhadap petugas yang bertugas di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

13. Apakah Bapak pernah terlibat dalam kegiatan pengamanan hutan di Hutan
Diklat Tabo-Tabo ?

14. Jika pernabh, jenis kegiatan apa saat Bapak dilibatkan ?



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Apakah Bapak mengetahui jenis-jenis kegiatan apasaja yang dilaksanakan di
Hutan Diklat Tabo-Tabo yang terkait dengan pengamanan hutan ?

Yang Bapak ketahui apakah ada upaya kolaborasi pengamanan hutan dengan
stakeholders terkait yang dilakukan pengelola kawasan di hutan diklat Tabo-
Tabo ?

Apakah ada penindakan hukum terhadap oknum yang melanggar di dalam
kawasan yang dilakukan petugas di Hutan Diklat Tabo-Tabo?

Apakah Bapak mengetahui tentang permasalahan konflik yang terjadi di Hutan
Diklat Tabo-Tabo ?

Menurut Bapak bagaimanakah implementasi tata kelola konflik yang
dilaksanakan di Hutan Diklat Tabo-Tabo oleh pengelola kawasan ?
Jenis-jenis kegiatan apa yang dilakukan pengelola kawasan dalam rangka tata
kelola konflik di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Apakah Bapak mengetahui tentang ada tidaknya alokasi anggaran khusus
untuk penanganan konflik di Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Menurut Bapak bagaimanakah kondisi dan kompetensi SDM yang bertugas di
Hutan Diklat Tabo-tabo dalam rangka tata kelola konflik ?

Sepengetahuan Bapak, apakah ada upaya kolaborasi dengan stakeholder
terkait yang dilakukan pengelola kawasan terhadap tata kelola konflik di Hutan
Diklat Tabo-Tabo ?

Menurut Bapak, apakah Bapak setuju jika pengelola kawasan melakukan
penindakan hukum sampai ke Pengadilan jika ada oknum yang melakukan

kegiatan yang yang melanggar di dalam kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Kompatibilitas trilogi mandat pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo.

1.

Bagaimana pendapat Bapak tentang kompatibilitas trilogi pengelolaan KHDTK
Diklat Tabo-Tabo dari segi mandat tata kelola diklat ?

Bagaimana Pendapat Bapak tentang kompatibilitas trilogi pengelolaan KHDTK
Diklat Tabo-Tabo dari segi mandat tata kelola pengamanan hutan ?
Bagaimana pendapat Bapak tentang kompatibilitas trilogi pengelolaan KHDTK
Diklat Tabo-Tabo dari segi mandat tata kelola konflik ?

Apakah Bapak mengetahui tentang dasar hukum atau kebijakan dari

kompatibilitas trilogi mandat pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?
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2. Menurut Bapak bagaimanakah implementasi dari peraturan perundang-
undangan bidang kehutanan, yang dilakukan oleh pengelola kawasan dalam
pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

3. Menurut Bapak apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan kompatibilitas
trilogi mandat pengelolaan kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

4. Upaya apa yang dilakukan pengelola kawasan dalam rangka pengelolaan
secara kompabilitas pada Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

5. Faktor apa saja yang Bapak ketahui yang berpengaruh dalam kompabilitas

pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

Pengaruh Trilogi mandat pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo terhadap

efektivitas pengelolaannya.

1. Bagaimanakah pendapat Bapak tentang pengaruh trilogi mandat terhadap
efektivitas pengelolaan KHDTK Dikat Tabo-Tabo ?

2. Bentuk-bentuk kegiatan apasajakah yang Bapak ketahui yang dilaksanakan
oleh pengelola kawasan dari sudut mandat tata kelola diklat yang memberikan
pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

3. Bentuk-bentuk kegiatan apasajakah yang Bapak ketahui yang dilaksanakan
oleh pengelola kawasan, dari sudut mandat tata kelola pengamanan hutan
yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat
Tabo-Tabo ?

4. Bentuk-bentuk kegiatan apasajakah yang Bapak ketahui yang dilaksanakan
oleh pengelola kawasan dari segi mandat tata kelola konflik yang memberikan
pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

5. Apakah Bapak mengetahui tentang kebijakan yang diterapkan oleh pengelola
kawasan di KHDTK Diklat Tabo-Tabo yang memberikan pengaruh terhadap
efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Tabo-Tabo ?

6. Sepengetahuan Bapak, upaya apa yang dilakukan pengelola kawasan jika
mendapatkan permasalahan terkait trilogi mandat pengelolaan Hutan Diklat
Tabo-Tabo ?

7. Menurut Bapak faktor-faktor apasajakah yang berpengaruh terhadap
efektivitas trilogi mandat pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?

8. Apakah Bapak mengetahui tentang ada tidaknya upaya kolaborasi oleh
pengelola kawasan dengan stakeholders terkait dalam rangka mengatasi

permasalahan trilogi mandat pengelolaan Hutan Diklat Tabo-Tabo ?
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Lampiran 4. Foto udara Hutan Diklat Tabo-Tabo, 2021

Foto udara, tutupan lahan dan kontur Hutan Diklat Tabo-Tabo, sumber foto : M.
Syahlan, 2021



Lampiran 5. Foto pintu masuk di Hutan Diklat Tabo-Tabo, 2021

Gerbang masuk ke Hutan Diklat Tabo-Tabo, Sumber Foto. Aidil, 2021
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Lampiran 6. Foto kegiatan pengamanan kawasan di Hutan Diklat Tabo-
Tabo, 2021

}Ill- L ﬁ-"‘.

Kegiatan pengamanan hutan di Hutan Diklat Tabo-Tabo, sumber foto : Muh.
Jefri, 2021
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Lampiran 7. Gangguan kawasan hutan berupa konflik tenurial di Hutan Diklat
Tabo-Tabo, 2021

Konflik tenurial di dalam kawasan Hutan Diklat Tabo-Tabo, Sumber foto : Pemilu
Arman Labahi, 2021



Lampiran 8. Kegiatan inventarisasi hutan di Hutan Diklat Tabo-Tabo, 2021

15
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Lampiran 9. Gangguan kawasan hutan berupa pengambilan kayu bakar, dan
kebakaran hutan di Hutan Diklat Tabo-Tabo, 2021

Pengambilan kayu bakar, dan kebakaran hutan di dalam kawasan Hutan Diklat
Tabo-Tabo, sumber foto : Pemilu Arman Labahi, 2021



Lampiran 10. Kegiatan pendidikan dan pelatihan, 2021

Kegiatan pembimbingan peserta diklat di Hutan Diklat Tabo-Tabo, sumber
foto : Pemilu Arman Labahi, 2021
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Lampiran 11. Kegiatan observasi, dan wawancara petani di Hutan Diklat Tabo-
Tabo, 2021

Kegiatan observasi, dan wawancara petani di Hutan Diklat Tabo-Tabo, Sumber
foto : Ardi, 2021



